PEMERINTATT KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Laban Nyvaman Keturahan Lenvah kecamatan Cibinonge Telepon (0213 8733191 - 8705107
Cibinong 169144

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor - 421 2/ 898 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU TUNAS ISLAM GLOBAL
ATAS NAMA YAYASAN TUNAS ISLAM GLOBAL MANDIRI
PERUM. TAMAN CILEUNGSI BLOK AB-13 NO. 13 RT. 002/011
‘ DESA CIPENJO KECAMATAN CILEUNGS
KABUPATEN BOGOR

'KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang . a  bahwa dalam upaya meningkalkan pelayanan dan pemerataan
pendidikan dasar kepada masyarakai, sera mewujudkan pelaksanaan
wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ljin Pendirian Sekolah
Dasar Islam Terpadu Tunas Islam Global yang berlokasi di Perum.

Melland Blok AB-26 No. 1 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi
Kabupalen Bogor.

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menelapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor tentang ljin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Tunas lslam
Global atas nama Yayasan Tunas Islam Global Mandiri yang berlokasi di

Perum. Taman Cileungsi Blok AB-13 No. 13 Rt. 002/011 Desa Cipenjo
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 lentang Pemenntahan Daerah
Kabupalen dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 entang  Sistem Pendidikan

Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3350 )

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ‘enlang Pemenntahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437),
sebagaimana lelah heherapa kali diuhah  terakhir

Aannan Ilm‘_!;)u\.-__\'.
Undang Nomor 12 Tahun 2008 lentang Perubahan Kedua Alas Unddhg-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran *Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),
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Uﬂdam] l-‘t\ehmu Nomor 28 Tah,

. wan Alas Undana
in 2004 tentar Perphahan Alas Und i
Unfl,mg MNomor { >

5 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (1 embaran Heqara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan | embaran Heqara
Republik Indonesia Nomor 44 30)

Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Hamaor 36 Tambahian

Neqara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagairnana telah dibah

dengan peraturan Pemerntah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Megara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Hegara

Republik Indonesia Nomor 3763),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 lahun 2005 lentang Standar Nasional

Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Hormof

Nomor 41);

Peraluran  Pemerintah Nomor 38 tahun 2C07 lentang Pembagwan

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Prr;wr.;l

dan  Pemerintanan Kabupalen/ Kola (Lembaran Negara Fepublix

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737 ), _

8 Peraluran Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 lentang Wajib Belajar
( Lembaran Negara Republik Indonesia ~Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 )

9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan da_n
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23)

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26
April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang
Susunan dan kedudukan Organisai Perangkal Daerah ( Lembaran
Daerah Fahun 2008 Nomor 9 ),

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupalen
Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

13. Kepulusan Bupali Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei
2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi
Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

14. Peraturan Bupali Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib
Sekolah unluk Percepatan Waijib Belajar pendidikan Sembilan tahun di
Kabupaten Bogor

15. Peraturan Bupali Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara

Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan lzin
Sekolah.

Memperhatikan - 1. Inslruksi  Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tenlang Gerakan Nasional

Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Bula Aksara,

2. Rekomendasi dari Kecamalan Cileungsi Nomor @ 421 1/02///2014-Kesra
laggal 24 Januari 2014

1 Pelnmandaei dari IPT Pendidikan PALID TK DIKNAS Dan NDIKMEN Vi)
Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/003-UPT Pendidikan tangg¥ 3
Januari 2014 X

4

Rekomendasi dari Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Nomor :
511210372012 TANGGAL 12 Desember 2012.
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Rekomendasi dari SDIT Igro Kai _
K : 1IYAI-KAIRO/X/2013
tanggal 02 Okigher 410 Kairo Nomor : 006

2013
0. Rekomendasi dari gpN Cinyosog Nomor - 42/2/13/%/2013 tanggal 23
Oktober 2013 ‘

6. Keputusan Menleri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p
Nomor - AHU-1054.AH.01.64 Tahun 2013 lentang Pengesahan Yayasan
Tunas islam Global Mandii NPWP - 31.633.812.8-436.000 tanggal 07
Marel 2013 N
7. Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan
PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi
10.- Surat Izin Lingkungan Warga RW. 11 Warga Perumahan Metland dar:
warga sekitarnya
MEMUTUSKAN
fenetapkan : >
(ESATU © Memberiijin kepada
Nama Yayasan . YAYASAN TUNAS ISLAM GLOBAL MANDIRI
Alamat © Perum. Taman Cileungsi Blok AB-13 No. 1?{
Rt. 002/011 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi
‘ Kabupaten Bogor.
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasla
ama . SO ISLAN TERPADU TUNAS ISLAM GLOBAL ‘
Alamat . Perum. Metland Blok AB-26 No. 1 Desa Pasir
Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014
EDUA Pemberian i}in sebagaimana dimaksud dalam dikium KESATU, berlaku

sepanjang memaltuhi semua kelentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan wajib melakukan daflar ulang (her registrasi) setiap awal tahun

pelajaran kepaoa Dinas Pendidikan, sera penyelenggara atau satuan
pendidikan harus :

a. menjamin peserla didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi
peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan,
peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mulu pendidikan di satuan
alau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional

Pendidikan; :

. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa unluk mencapai prestasi
puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada

tingkal satuan pendidikan, kecamalan, kabupaten/kota, provinsi, nasional
dan internasional;

d. mengembangkan dan melaksanakan s
saluan pendidikan yang berbasis teknolo

e @i jumiah dan kualifikasi peridid
dengan Standar Nasional Pendidikan: N

f. - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri
alas nama yayasan dan atay cara lain yang sesuai dengan
peraturaniperundang-undangan yang berlaku, tidak sengkela, dan tidak
digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

islem informasi pendidikan pada
gi informasi dan komunikasi:

ik dai lenaga kependidikan seguai
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. Tembusan:

KETIGA D'alam hal pelaksanaa_n kegialan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud
pindah alamal, berganti yayasan dan alau dipindahtangankan kepada yayasan

lt?‘” maka kepulusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian
aru;

KEEWFAT Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyala timbul kerugian terhadap

pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhenlinya kegialan
pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung

jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapal dibatalkan dan/atau balal
demi hukum,

KELIMA Segala penyimpangan dan atau kelalaian alas diktum kedua, keliga dan
keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan

kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini balal demi
hukum;

E
KEENAM . Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban
dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggel diletapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada lenggar . LY &7 - ,;{"a/»z

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI

2. Yth. Gubernur Jawa Barat;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baral;

4. Yth. Bupali Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupalen Bogor,

5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;

6. Yth. Camat Cileungsi. _
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN VIl Kecamalan Cileungs! .
8. Yth. Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi.
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